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Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, 
masih terdapat ketidak-setaraan dan ketidakadiIan 
gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian 
gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas 
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di 
daerah; 

b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu 
strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan 
seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam 
memperoleh peluang/ kesempatan, partisipasi, kontrol, 
dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta 
suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender: 

c. bahwa upaya pengarusutarnaan gender perlu 
dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada 
seluruh satuan keria perangkat daerah (SKPD) dan 
instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah; 

d. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden 
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 
Dalam Pernbangunan Nasional dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 
Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman 
pengarusutamaan gender di Kabupaten Larn.pung 
Selatan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pengarusutamaan Gender: 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
RepubIik Indonesia Tahun 1945; 

Dasar Negara 



I 

2.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 
Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk 
Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat 
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

3.	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3277); 

4.	 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan ILO Convention Nomor 111 concerning 
Discrimination In Respect Of Employment And Occupation 
(Konvensi lLO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan 
dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3836); 

5.	 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

6.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 

8.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657); 



10	 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 

11.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 927); 

12.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

13.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata KeIja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Se1atan Nomor 1); 

Dengan Penetujuan Beraama
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

dan 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
 
GENDER.
 

BASI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati Dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan 

4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah Kabupaten Larnpung Se1atan. 

5.	 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se1anjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Se1atan. 

6.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang
Undang. 



7.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas 
dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

8.	 Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 
disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah. 

9.	 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 
5 (lima) tahun. 

10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD, 

12.	 Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah 
strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu 
dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan di daerah. 

13.	 Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara 
perempuan dan laki-Iaki yang bukan berdasarkan pada perbedaan 
biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh 
struktur masyarakat yang lebih luas. 

14.	 Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disebut GAP adalah alat 
analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana SKPD 
melakukan pengarusutamaan gender. 

15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar 
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, 
sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam 
menikmati hasil pembangunan. 

16. Keadilan	 Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap Iaki
1aki dan perempuan. 

17. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis 
tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan 
tingkat akses, partisipasi, kontrol dan pero1ehan rnanfaat dalam proses 
pembangunan untuk mengungkapkan akar perrnasalahan terjadinya 
ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki
laki dan perempuan. 

18.	 Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai 
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian 
perrnasalahan perempuan dan laki-laki. 

19.	 Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat 
PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau 
kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi 
laki-laki dan perempuan. 



20. Anggaran Daerah Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG 
adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki
laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 

21. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen 
yang menginfonnasikan suatu output kegiatan telah responsif gender 
terhadap isu gender yang ada, darr/atau suatu biaya telah dialokasikan 
pada output kegiatan untuk menangani pennasa!ahan kesenjangan 
gender. 

22. Ke1ompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja 
PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak 
pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. 

23. Focal Point	 PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan 
untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing
masing. 

24. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut 
RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam 
melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan 
gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan 
berkelenjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya 
kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender 
sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancanaan 
pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara 
optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan 
keadilan gender. 

BABII
 
AZAZ, MAKSUD DAN TUJUAN
 

Pasal2 

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender diwujudkan berdasarkan asas: 

a.	 non diskriminasi; 
b.	 persamaan substantif; 

c.	 pemberdayaan; 
d.	 kemanusiaan; 
e.	 kebangsaan; 
f.	 partisipasi 

g.	 keadilan; 
h.	 ketertiban dan kepastian hukum; dan 

i.	 keseimbangan, keserasian dan keselarasan. 

Pasa! 3 

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukurn dan 
pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. 

Pasal 4 

Pelaksanaan PUG bertujuan: 

a.	 memberikan acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, maupun 
Pihak Swasta, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Media Massa dan 
Perguruan Tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender; 



b.	 memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun 
strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, 
pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, 
program dan kegiatan pembangunan di Daerah; 

c.	 mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian pennasalahan 
laki-laki dan perempuan; 

d.	 mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; 

e.	 meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya 
pembangunan; 

f.	 meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani 
pernberdayaan perempuan; 

g.	 mewujudkan dan meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam 
kedudukan, peranan, dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki sebagai 
insan dan sumberdaya pembangunan; dan 

h.	 menjamin penerapan pengarusutamaan gender sebagai strategi 
pembangunan di Daerah. 

DAB III 
RUANG LINGKUP 

PasalS 

Ruang lingkup PUG meliputi : 

a.	 seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang dilakukan oleh 
Pemerintah serta sektor-sektor swasta dan perguruan tinggi yang menjadi 
mitra kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten; 

b.	 pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan dan 
peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan 

c.	 pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan. 

BADlY
 
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH,
 
PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT
 

Bagian Keaatu
 
Kewajiban Pemerintah Daerah
 

Pasal6 

(1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, 
dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender. 

(2) Pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program 
pembangunan daerah. 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur 
masyarakat, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya yang 
berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan 
dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan 
pengarusutamaan gender. 



(4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pemerintah Daerah berkewajiban: 

a.	 menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring, 
laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan 
pengarusutamaan gender; 

b.	 rnenyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan 
sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan 

c.	 menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan 
pengarusutamaan gender. 

Pasal 7 

(I) Lembaga	 pemerintahan daerah wajib menentukan strategi pelaksanaan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melalui berbagai 
kegiatan yang meliputi: 

a.	 peningkatan pelaksanaan dan penguatan ke1embagaan 
pengarusutamaan gender dalam semua bidang pembangunan; 

b.	 pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang 
responsif gender oleh semua perencana pembangunan baik dilembaga 
pemerintah maupun non pemerintah; dan 

c.	 harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan 
pembangunan berspektif gender. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal8 

(1) Lembaga pemerintahan daerah, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi 
hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 
Pasal 7. 

(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Pemerintah Daerah 
dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara Bappeda, Inspektorat, 
Keuangan, Bagian Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan. 

(3) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
diwujudkan dalam suatu wadah yaitu Tim Teknis Anggaran Daerah 
Responsif Gender. 

(4) Bupati menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. 

Baglan Kedua
 
Kewajlban Plbak Swaata dan Maayarakat
 

Pasal9 

(1)	 Pihak Swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan 
pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing 
lingkungannya. 

(2) Pe1aksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi kebijakan dan program dilingkungannya. 



(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pihak swasta dan masyarakat dapat : 

a.	 menye1enggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, 
monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam 
melaksanakan pengarusutamaan gender; 

b.	 menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan 
sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; 

c.	 menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan 
pengarusutamaan gender dilingkungannya. 

(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b dan huruf c pihak swasta dan masyarakat dapat melakukan 
kerjasarna dengan unsur pemerintah daerah atau pakar dibidang 
pengarusutamaan gender. 

Pasal 10 

(1) Pihak swasta dan masyarakat dapat menentukan strategi pelaksanaan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melalui berbagai 
kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi: 

a.	 peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan 
pengarusutamaan gender dalam semua bidang usaha; 

b.	 pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang 
responsif gender oleh semua bidang usaha; dan 

c.	 pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup 
perempuan dan pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 11 

(1) Pihak swasta dan masyarakat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi 
hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 
Pasal 10. 

(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerja sarna 
dan koordinasi dengan semua divisi dilingkungan pihak swasta dan 
masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Bupati, 

BABV 
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 

Baglan Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 12 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana KeIja 
Pembangunan Daerah (RKPD) Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja 
SKPD. 



(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif 
gender sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui analisis 
gender. 

Pasal 13 

(I)	 Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender 
Analisys Pathway) atau metode analisis lain. 

(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh 
masing-masing SKPD. 

(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMDj, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), 
Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja 
Anggaran SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau 
pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya. 

Pasall4 

(I)	 Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 
dituangkan dalam penyusunan GBS. 

(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS rnenjadi dasar SKPD dalam 
menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Anggarari/Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran SKPD. 

Pasal15 

(1) SKPD	 yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah 
mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja dan 
Anggaran SKPD yang responsif gender. 

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang reponsif 
gender sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

(3) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua
 
Pelabanaan
 

Pasall6 

(1) Bupati adalah penanggung jawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah. 

(2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Bupati 
menetapkan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah atau Instansi dan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagai koordinator dan 
penanggungjawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah. 

(3) Dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender di 
seluruh instanei dan Lembaga Pemerintah Provinsi, Kabupaten, pihak 
swasta dan masyarakat harus dibentuk kelompok kerja dan focal point atau 
gugus tugas. 



(4) Pembentukan kelompok kerja dan focal point atau gugus tugas di lembaga 
pemerintah Kabupaten harus memperhatikan representasi unsur 
masyarakat dan perguruan tinggi. 

(5) Pembentukan kelompok kerja dan focal point sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat Kabupaten dan 
Keputusan pimpinan organisasi/perusahaan untuk swasta dan 
masyarakat. 

Pasal17 

(1) Dalam upaya percepatan pelernbagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk 
PokjaPUG. 

(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepalaj'pimpinan SKPD. 

(3) Bupati menetapkan Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan 
pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala SKPD yang 
membidangi tugas pernberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat 
Pokja PUG. 

(4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal18 

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas: 

a.	 mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD; 

b.	 melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah; 

c.	 menyusun program kerja setiap tahun; 

d.	 mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif 
Gender; 

e.	 menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; 

f.	 bertanggung jawab kepada Bupati; 

g.	 merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; 

h.	 menyusun prom gender Daerah; 

1.	 melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; 

J.	 menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran 
daerah; 

k.	 menyusun Rencana Alesi Daerah (RANDA) PUG; dan 

1.	 mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di 
masing-masing SKPD. 

Pasal19 

Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
huruf k memuat : 

a.	 PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah; 

b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah; 

c.	 penguatan kelembagaan PUG; dan 
d.	 penguatan peran-serta masyarakat dan dunia usaha di daerah. 



Bagian Ketiga
 
Kelembagaan
 

Pasal20 

(1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 hurufl pada setiap 
SKPD di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas 
perencanaan danj'atau program. 

(2) Focal	 Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan 
ditetapkan oleh Kepala SKPD. 

(3) Focal Point	 PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 
pejabat yang dituniuk oleh Kepala SKPD yang membidangi tugas 
pemberdayaan perempuan atau tugas lain yang mendukung pelaksanaan 
PUG di setiap SKPD. 

Pasal21 

(1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal20, bertugas: 

a.	 mempromosikan PUG pada unit kerja; 
b.	 memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang 

responsif gender; 

c.	 melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh 
pejabat dan staf dilingkungan SKPD: 

d.	 melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD; 

e.	 mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, 
dan kegiatan pada unit kerja; dan 

f.	 memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD. 

(2)	 Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berfungsi : 

a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam 
semua aspek pekerjaan dengan rnenggunakan sumber daya sendiri atau 
di luar keahlian; 

b. mewakili SKPD dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi 
pengarusutamaan gender; 

c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, 
sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan 
sumber daya sendiri atau di luar keahlian; 

d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah 
substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang 
kemajuan yang dibuat di SKPD secara relevan. 

BABVI
 
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
 

Pasal22 

(1) Focal	 Point PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja 
PUG setiap semester tahun anggaran berjalan, 

(2)	 Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati setiap 
semester tahun anggaran beIjalan. 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan dlatur dengan 
Peraturan Bupati. 



Pasal23 

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi : 

a.	 pelaksanaan program dan kegiatan; 
b.	 instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; 

c.	 sasaran kegiatan; 

d.	 pencapaian kinerja; 

e.	 permasalahan yang dihadapi; dan 

f.	 upaya yang telah dilakukan. 

Pasal24 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi bahan pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan PUG. 

Pasal25 

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pe1aksanaan PUG. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan. 

(3) Pernantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum 
diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya. 

(4) SKPD	 yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah 
melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 
KerjaSKPD. 

(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sarna dengan 
perguruan tinggi, pusat atudi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat. 

(6) Hasil	 evaluasi pelaksanaan PUG rnenjadi bahan rnasukan dalam 
penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang. 

BABVII
 
PARTISIPASI MASYARAKAT
 

Pasal26 

(1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, danjatau Lernbaga 
Swadaya Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG. 

(2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 
upaya rnewujudkan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan 
kesetaraan gender, serta melakukan upaya pengarusutamaan gender. 

(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD 
yang membidangi pemberdayaan perempuan. 

BABVIII
 
PEMBINAAN
 

Pasal27 

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi : 

a.	 penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di Daerah; 

b.	 penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, 
dan koordinasi; 

c.	 pemantauan dan evaluasi pe1aksanaan PUG pada SKPD; 



d.	 peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; 
dan 

e.	 strategi pencapaian kinerja. 

BABIX
 
PEMBIAYAAN
 

Pasal28 

Pembiayaan pe1aksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27, dapat bersumber dari: 

a.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 

c.	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 

d.	 sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BABX
 
PENGHARGAAN
 

Pasal29 

(1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi lembaga pemerintahan 
daerah, masyarakat, dunia usaha dan swasta yang telah melaksanakan 
pengarusutamaan gender dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan 
kesetaraan gender. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan 
semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan diberbagai bidang 
pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan 
program yang responsif gender. 

(3) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABXI 
SANKSI 

Pasal30 

(1) Lembaga pemerintah daerah yang diberikan tanggung jawab untuk 
melaksanakan pengarusutamaan gender, tetapi tidak melaksanakannya, 
dapat dikenai sanksi administratif atau pemberian disinsentif yang 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi administratif. 



BABXII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal31 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal I, M a"'e f 2015 

RYCKO 
Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal "M_ f 2015 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

1lIll1AIi'.Afll DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SKLATAN TAHUN 2015 NOIIIOR 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINS! LAMPUNG: 
5/LS/2014 



PENJELASAN
 
ATAS
 

PERATURAlf DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

NOMOR ~ TABUN 2015 

TENTANG 

PENGARUSUTAMAAN GENDER 

I. UllrIUllrI 

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek
aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan 
terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan 
membedakan kelas, sosial, ras, etnis, agama ataupun gender. Hukum yang 
ditaati akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar 
masyarakat secara maksimal". 

Dilandasi kesadaran bahwa (kesejahteraan) masa depan bangsa dan umat 
manusia tidak terlepas dari keberadaan perempuan, maka pemenuhan Hak
hak seluruh masyarakat untuk menunjukkan potensi-potensi yang 
dimilikinya, baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat maupun dalam 
pemerintahan (Eksekutif dan Legislatif) telah menjadi isu yang semakin hari 
semakin menarik perhatian kalangan yang semakin luas. Perhatian, 
komitmen, dan sumberdaya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi 
tindakan nyata ditingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga
lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, 
data resmi statistik dan pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa pada 
kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi 
ideal dengan situasi nyata dalam bentuk penghargaan dan pemenuhan hak
hak sebagian masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat 
maupun ditingkat pemerintahan (Eksekutif dan legislatif]. 

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perempuan dan laki-Iaki 
harus diberikan kesempatan yang sama. Hal tersebut tertuang dalam 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDA W) yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 
1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981, telah diratifikasi 
oleh Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. 



Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka pengintegrasian perspektif 
kesetaraan gender ke dalam setiap kegiatan penyusunan dan perumusan 
Peraturan Perundang-undangan menjadi sangat penting dan pada dasarnya 
merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterapkan. Pengarusutamaan 
Gender di dalam Pembangunan Daerah memberikan pengaruh yang sangat 
besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengarusutamaan 
Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan 
kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program 
pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang, Oleh karena 
itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lampung Selatan 
harus dilaksanakan melalui kebijakan yang responsif gender dan didasarkan 
pada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang 
mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan 
kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan 
komitrnen Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk 
melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun 
untuk mengintegrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan 
pembangunan daerah, 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasall
 
Cukup elas.
 

Pasal2
 
Cukup jelas.
 

Pasa13
 
Cukup jelas.
 

Pasal4
 
Cukup jelas.
 

Pasal5
 
Cukup jelas.
 

Pasal6
 
Cukup jelas.
 

Pasal 7
 
Cukup jelas.
 

Pasal8
 
Cukup jelas.
 

Pasal9
 
Cukup jelas.
 



PasallO 
Cukup je1as. 

Pasal 11 
Cukup je1as. 

Pasal 12 
Cukup je1as. 

Pasal13 
Cukup je1as. 

Pasal14 
Cukup je1as. 

Pasal15 
Cukup je1as. 

Pasal16 
Ayat (1) 

Cukupje1as 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan unit kerja di lingkungan sekretariat 
daerah/tnstansi dan 1embaga Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lampung Se1atan sebagai koordinator dan penanggungjawab 
pe1aksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten 
Lampung Se1atan ada1ah Kepa1a BAPPEDA sesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008. 

Ayat (3)
 
Cukupje1as
 

Ayat (4)
 
Cukupje1as
 

Ayat (5)
 
Cukupje1as
 

Pasal17 
Cukup jelas. 

Pasal18 
Cukup je1as. 

Pasal 19 

Yang dimaksud dengan "Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG" adalah 
acuan/arahan kepada setiap stake holdere dalam melaksanakan 
strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender 
dengan 1ebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur, dan 
berke1anjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya 
kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif 
gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran 
perencanaan pe1aksanaan dan monitoring evaluasi 
pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan 
menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender. 



Pasal20 
Cukup jelas. 

Pasal21 
Cukup jelas, 

Pasal22 
Cukup jelas. 

Pasal23 
Cukup jelas. 

Pasal24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal26 
Cukup jelas. 

Pasa127 
Hurufa 

Cukup jelas.
 
Hurufb
 

Cukup jelas,
 
Hurufc
 

Cukup jelas.
 

Hurufd 

Yang dimaksud dengan "Lembaga Pendukung PUG" adalah 
lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Women 
Crisis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), PKK dan 
lembaga lainnya yang ada di masyarakat. 

Hurufe
 
Cukup jelas,
 

Pasal28 
Cukup jelas. 

Pasa129 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan pemberian penghargaan adalah 
diberikan kepada lembaga pemerintah daerah (SKPD), lembaga
lembaga swasta dan serta lembaga-lembaga kemasyarakatan 
yang telah berjasa dalam mendorong efektivitas dan 
optimalisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dilingkungan unit organisasi. 



Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal30 
Cukup jelas. 

Pasal31 
Cukup jelas. 
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